
BUPATI LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 9 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, maka Peraturan Bupati Lebong Nornor 
62 Tahun 2018 ten tang Pedornan Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lebong perlu diganti; 

b. bahwa dalarn. rangka rnernberikan pedoman 
dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lebong, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, di atas perlu 
rnenetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lebong. 

1. Undang-Undang Nornor 39 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Kabupaten Lebong clan 
kabupaten Kepahyang di Provinsi Bengkulu 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 154 Tambahan Lemaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

2. Undang-Undan Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lemaran Negar Republik Indoneasia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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Menetapka n 

4. Undnng- Unclnng No rn01· 12 Ta hun 20 L l tcntan~ 

PcmbcntukHn Pcn1tura11 Pcrundang-Undang 

(Lc m barn n Ncga1·a Rcpu b lik rncton csia Tahun 

20 11 Nomnr 82. TambHha Lcmba ra n Nega ra 

Rcpublik Indon esia Nomo r 5234), scbagaimana 

te la h diubah dc11gan Undang - Undang Nomo r 15 

Tahun 20 l 9 tcntang Pcruba h an Atas Undang

Undang Nomor 12 Ta h un 20 l L ten tang 

Pcmbcntukan Peraturan Pcrundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 

2019 Nomor 183, Tam bahan Le mbaran Negara 

Republik Indon esia Nomor 6398); 

5. Unda n g-Unda n g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah an Dacrah (Lcmbara n Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 14 Norn or 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaim a n a tclah d iubah d engan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan 

I<edua Atas U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara 

Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 

Nomor 5679; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322; 

7. Peraturan Menteri D alam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tcntang Pembentukan Prociuk Hukum 

Oaerah (Serita Negara Republik lnsdonesia Tahun 

2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

d engan Per aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tcntang Perubahan Atas 

Pe raturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 te nta ng Pembentukan Produk Hukum 

Dae rah (Serita Negara Republik lnclo nsia Tahun 

2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Mente ri Dalam Neger i Nomor 77 Tahun 

2020 tentan g Pecloman Teknis Pengelolaan 

Keuan gan Oaerah (Serita Negara Republik 

Indonesia T a hun 2 020 Nomor 1781); 

MEMUTUSKAN: 

PEMBERIAN H IBAH DAN BANTUAN SOSIA L 

YANG B ERS UMBER DARI ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

LEBONG . 
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BAB [ 

KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN 
DAN RUANG LJNGKUP 

Pasal 1 

Dalain Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
L Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan d aerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Lebong. 

5. Keuangan daerah adalah semua hal< dan kewajiban daerah 
dalrun rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

6. Pengelolaan keuangan d aerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, p e natausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
b e rsama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, clan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

a Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat dae rah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran / pengguna barang. 

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah 
kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Benda.hara Umum 
Daerah. 

12. Benda.hara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 
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13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
T~~D ~dalah tim yang dibentuk clengan Keputusan Bupati yang 
d1p1m_pm oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tu gas 
menyrnpkan serta rnelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana 
daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya 
sesuai kebutuhan. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

15. Rencana Kerja clan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan 
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanju tnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi 
b e ndahara umum dae r a h y ang digunakan sebagai dasar 
p e laksanaan anggaran olehpengguna anggaran. 

17. Belanja Hibah adala h pemberian dalam bentuk 
uang/barang atau jasa kepada Pe merintah atau Pemerintah 
Daerah lainnya, Pe rusahaan Daerah, masyarakat clan 
organisasi kemasya raka t yang secara spesifik telah 
dite tapkan perun tukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat serta tidak s ecara terus mene rus yang bertujuan 
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah. 

18. Belanja bantuan sosial a dalah bantuan yang diberikan dalam 
bentuk/barang dari p emerintah daerah k e pada individu, 
keluarga, kelompok clan/ a tau masyakat yang sifatnya tidak 
t e rus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan 
penggunaannya yang bertujuan untu.k melindungi dari 
kemungkinan terjadi risiko sosialmasyarakat. 

19. Risiko sosial adalah kejadiaan atau p eristiwa yang dapat 
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang 
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok d8?/ a~a_u 
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekon<:>?11, k:1s1s 
politik, fenomena alam dan bencana alam yang Jtka ttdak 
diberikan belanja bantuan sosial. 

20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPH~ 
adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan . d art 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemenntah 
daerah dengan penerima hibah; 
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22. 

Organisasi Ke al . . d lah c • m~syar catan yang selanJutnya d1sebu t Ormas a a organisas1 yan g didirikan dan dibentuk oleh masyarakat skecbara 
1 
sukarela berdasarkan kesamaan. aspirasi kehendak e utu :1.an 1 · ' ' b 

. c_ • • cepent1ngan, k egiat a n, dan tuJ·uan untuk e r part1s1pa daJ N 8 1 a m pemban gunan demi tercapainya tujuan egara. I<esa t1..lan Rc publik Indonesia yang berdasarkan Pa n cas1la; 

B end~a ra pengeluaran PP KD adalah pegawai yang ditunjuk m e n enma, menyimpan, 1nembayarkan, menatausahakan dan memper tanggung-jawabkan uang untuk k eperluan transaksi PPKD; 

23. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/ organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran. 

24. Surat pcrmoh onan adalah sur at permohonan bantuan dari 
perorangan yan g p aling sedik.it memuat tujuan susunan panitia/ pengurus dan rencana anggaran; 

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan o leh p ej abat y ang bertanggung jawa b atas pela.ksanaan k egiatan/bendahara pengeluaran untuk. mengajukan permintaan pembayaran; 

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan ole h pen gguna anggaran/kuasa p engguna anggaran untuk penerbitan Surat Perinta1'1 Pencairan D a na ata s beban p engeluaran DPA-SKPD; 

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokume n yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diter bitkan oleh Bendahara Umum Daerah 
b e r dasarkan S PM. 

Pasal 2 

1. Maksud diundangkannya Peraturan Bupati m1 sebagai pedoman dala m pemberian hibah dan bantuan sosial yang 
bersumber dari APBD. 

2. T uj uan diundangkannya Peraturan Bupati in i agar pedlak~~:~ p emberian hibah dan bantuan sos_ial yang b ers:-1mber an 
b e rjalan dengan tertib dan dapat d1pertanggungJawabkan. 

Pasal 3 

Ruang Jingkup Pera turan Bupati ini m e liputi : 
1 . Hiba h; 
2. Bantuan Sosial; _ 
3. M o nitoring dan evaluasi ; dan Sanks1. 
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BAB II 

HIBAH 
Bagian Kesatu Umum 

Pasal 4 

(1) Pemerin ta h Daerah <la.pat rnemberikan Hibah k epada: 
a. pemerintah. pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya.; 
c. badan usa h a milik n egara; 
d. badan usaha milik d aerah· 
e. badan, len1baga, d an ~rga.nisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia; dan 
f. partai poli tik. 

(2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa d ianggarkan 
daJam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah 
setela h m emprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, 
k egiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai 
kepentingan Daerah dalarn mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan 
memperhatikan asas keadilan, kep atutan, rasionalitas, dan 
manfaat untuk masyarakat. 

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 
c . tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan 
mendesak sesu ai dengan k etentuan peraturan perundang
undangan; dan/atau 

2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 
d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan; dan 

e. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 

Pasal 5 

(1) Hibah kepada pemer intah pusat sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan: 
a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga 

peme rintah non keme nterian yang w ilayah kerjanya berada 
dalam daerah; 

b. d ilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran 
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
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c. unit kerja pada Ke m enterian Dalam Negcri yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang a dministras i kependudukan 
dapat _m e mpc t·o le h hibah da ri pcmcrintah d aerah untu.k 
penyed~aa n blan_k o k artu tancla penduduk dektronik; 

d. p e n yed1~an . set1ap kcpi.n g blangk o kartu tanda penduduk 
elektroruk ttdak didanai dari 2 (dua ) s umbe r dana yaitu Hibah 
APBD maupun a n ggaran pendapatan dan belanja negara; dan 

e. hanya dap a t clibcrikan l (s atu) k ali dalam tahun 
berkcnaan. 

(2) Hibah k e p ada pemerintah d acrah lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( l) huruf b diberikan kepada 
daerah otonom baru hasi l p cmckaran claerah sebagaimana 
diamanatkan p eraturan perundang -undangan. 

(3) Hibah kepada badan usaha mi lik negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perunclang-undangan. 

(4) Hibah kcpada badan usaha milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d d ilakukan dengan 
ketentuan: 
a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang 

diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang 
ataujasa. 

(5) Hibah kepada badan, lembaga dan k epada organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf e dilakukan dengan k etentuan: 
a. Hibah kepada badan dan lembaga: 

• badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan 
sosial yang d ibentuk berdasarkan peraturan perundang
undangan; 

• badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 
memiHki s urat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh 
Menteri , Gubernur atau Bupati; 

• badan dan lem baga nirlaba, sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan berup a kelompok masyarakat/ kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih h id up dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat, clan keberadaannya 
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah 
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi 
vertika l a t au kepala satuan kerj a perangkat daerah terkait 
sesuai d engan kewenangannya; clan 

• Koperasi. yang d idirikan berdasarkan ketentuan perat uran 
perundang-undangan dan memenuhi k r iteria yang 
dit e t apkan oleh pemerintah daerah sesua1 dengan 
kewenangannya. 

Dipindai dengan CamScanner 



~ b. Hi bah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi 
kemasyarakatan yang berbaclan hukum, yayasan atau 
organisasi kernasyarakatan yang berbadan hukum 
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum 
dan hak asasi manusia sesuai dengan k:etentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf f berupa p e mberian bantuan keuangan 
kepada partai politik yang m e ndapatkan kursi di DPRD 
kabupate n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(7) Surat Keterangan Terdaftar s ebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a a ngka 2 dapat diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah 
b e rdasarkan w e wenang yang diberikan oleh Bupati. 

Pasal 6 

(1) Hib ah k e pada badan d an lembaga yang b erbadan hukum 
Indo nes ia seb agaimana dimaksud d a lam Pasal 5 ayat (5) huruf a 
diberika n dcngan pers yaratan paling sedikit: 
a. m e miliki k e p c n guru san d i d aeral,; 
b. memiliki k e te rangan domisili dari lurah/kepala desa 

setempat; d a n 
c. berkcdud ukan dalam w ilayah administrasi pemerintah 

daerah dan /atau badan dan le mbaga ya ng berkedudukan 
di luar wil.ayah a d rninistrasi pe m c rinta h daerah untuk 
menunjang p e n capaian sasaran program, k egiatan dan sub 
kegia tan p e m e rintah d aera h pemberi hibal,. 

Pasal 7 

(1) Hibah k epada organisasi k e m asyaraka tan yang berbadan 
hukum Indonesia sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 ayat 

~ (5 ) huruf b dibcrikan dcn gan per syaratan paling s edikit: 
-- a. t e lah te rdafta r p a d a k e m e nterian yang membidangi urusan 

hukum dan hak a sasi manusia; 
b . b e rkeduduka n d alam w ilayah administrasi pemerintah 

daera h; dan 
c. memiliki sekretariat tetap di dae rah. 

(2) Hibah kepada organisasi kemasya rakata n sebagaimana 
dimaksud pada ayaL ( 1) diberika n kepada pengurus tingkat 
kabupaten. 

B agian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 8 

(1) Pemerin tah pusat, pemerin tah daerah lainnya, badan u sah a 
milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, 
dan org anisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada 
Bupati. 
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(iJ Bupati menunjuk SKPD ter:-kait untuk melakukan evaluasi 
u sulan sebagaimana dimaks ud pada ayat ( 1). 

[3) Kcpala SKPD t erkait sebagru-i:nana dimaksud p a da ayat (2 ) 
menyampaikan hasil evaluas1 berupa rekomendasi kepada 
Bupati m e lalui TAPD. 

T ~ PD m emberikan pertirnbangan atas r ekomendasi sebagaimana 
d 1maksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan 
k e mampua n keuangan d aerah. 

Pasal 9 

(1) Rekomendasi k e pala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana dimal<Sud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) 
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam 
rancangan S KPD. 

(2) Pe ncantuman a lokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, 
dan/atau jasa. 

Pasal 10 

(1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA
SKPD. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penganggaran hibah dalam APBD sesuai p eraturan perundang
undangan. 

Pasal 11 

(1) Hibah scbagaimana dimaksud dalam P asal 
dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi, 
hibah, obyek belanja h ibah, dan rinc ian obyek 
pada SKPD. 

10 ayat (1) 
jenis belanja 
belanja hibah 

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah 
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) meliput:i hibah kepada: 
a. pemerintah pusat; 
b. pemcrintah daerah lainnya; 
c. badan usaha milik negara; 
d. bada.n u saha milik daerah; 
e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang 

berbadan hukum Indonesia; dan 
f. partai politik. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasa l 12 

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Pasal 13 

(1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang 
atau j asa yang akan dihibahkan dite tapkan dengan Keputusan 
Bupati berdasarkan P e raturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupat i tenta n g penjabaran APBD. 
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fl} K t B epu u san upati sebagaimana dimaksud pada a at dasar penyaluran/penyerahan hibah. Y '1) menjadi 

Pasal 14 

(I ) S~tiap pcmberian hibah dituangkan d~lam NPHD yang chtandatangani b e r sama o leh Bupat,· atau b d " d an pcnerima hibah. p eJa at yang ttunjuk 

(21 P?nandatanganan NPHD sebaga.irnana dim aksud pada ayat dttandata n gani oleh Bupati; 

;_i , NPHD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kctentuan mcngenai: 
a. pcmberi dan penerima hibah: 
b. tujuan pemberian hibah; 
c. b esaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterin1a; d. hak dan kewa_J1ban ; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah: 
f. tata cara pelaporan hibah;dan 

sanksi. 

Pasal 1 5 

(ii Peny aJuran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima h ibah dilakukan setelah penar.datanganan >iPHD. 

Pencairan hibah dalan::. bentuk uang dilakukan dengan meka._-usme pem bayaran langsung {LS). 

Pasal 16 

Pengadaan barang dan jasa dalfu-n ra.."igka hibah berpedoman pada p eraturan perundang-undangan. 

B agian Keempat Pelaporan dan Pena.n&:,aungjawaban 

P asal 17 

Penerima hibah menyampaikan laporan 
~r::pc:tda Bupati melalui SKPD terkait. 

Pasal 18 

pen&:,aunaan h :bah 

(lJ Hibah bcrupa uang dicat at sebagai realisasi jenis belanja hibah p ada SKPD dalarn tahun a n ggar an berkenaan. 

f2J Hibah berup a ba.rang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek 
belanja h ibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam p rogram dan kegiatan p ada SKPD terkait. 
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Pasal 19 

P ertan&:,aungjawab an pemerintah daerah atas pember ian hibah 
rneliputi: 

a. 1:sulan dari cal0t1. ~enerima hibah kepada Bupati; 
b. l<;.eputusan Bupatl ten tang penetapan daftar penerimahib ah· 
c. NPHD; ' 

d. p~k.ta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa 
h1baJ: yang diterima akan digunakan sesuai clengan NPHD; d an 

e. bukt~ transfer uang atas pcmbedan hibah berupa u ang a t a u 
bukti s~rah terima barang/ jasa atas pemberian hibah b e rupa 
barang/Jasa. 

PasaJ 20 

(1) Penerima hiba h bertanggungjawab secara formal d an 
material atas penggunaan hibah yang dite rimanya. 

(2) Pertanggungjawaban p enerima hibah meliputi: 
a. laporan pen&:,o-unaan hibaJ"l.; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan b ahwa 

hibah :yang diterima telah digunakan sesuaiNPHD; d an 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 

peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah b erupa 
uang atau salinan bukti serah terima barang/j asa bagi 
penerima hibah berupa barang/jasa. 

(3) Pertan&,o-ungjawaban sebagaimana dimalrnud pada ayat (2) h uru f 
a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 
10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, k ecuali 
diten tukan lain sesuai peraturan perundang- undangan. 

(4) Pertan&:,aungjawaban sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf 
c disimpan dan dipergunak:an oleh penerima hibah selaku obyek 
pemeriksaan. 

(5) Apabila terdapat sisa dana hibah vvajib dikembalikan ke kas 
daerah. 

Pasal 21 

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan 
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan . 

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada 
penerima hibah san1pai d e ngan akhir tahun anggaran 
b erkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalan1 neraca. 

Pasal 22 

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonver s ikan 
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi 
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas la p oran 
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pem erintah 
daerah. 
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(2) Format konvcrni 
d an/atau j asa 
berpcdom an rrndo 

dnn pc11p,u111•.lc: q >J 11 1 l iib11h I). Heh•, , , · . <.rupa. bara n g • • ,ll l frll l l l (I <1 111 ,~d ,•11 •11 . I . . · " p:ic rt ayat ( 1) pc1r.1l1 11·11 11 p1 : r1111 rl11n1l - 111irl·11 . . , • I I 1,11 I l, 

l l11gi:1 11 l<, :lirnn 
Hi linh l<<:pnc\11 Pnrtni Pu l i l ik 

B e saran dan tal·\c· 1r·1 I) I . 1·eu ..... n l · . I . '" , . c111 >crrnn l>r: l1111j;1 hih11h I J<: runa ban t u a n , "' gan ,cpac ,J p·trl·11 1c J't' l I . ,, 4 ayal ( l) 1 . · · . I l 1 1 < ::c; 1n _1~:1 111H111 : 1 rlirn:1k:{ud rla lo.m Pasa l . d· "IUtLtr f, dt::tl.L1r ~;i::Ht:11 dc11gnn l< cL1;11tu: ,n pcratura n pciun ang-undangan. 

11/\nlll 
F3/\NTLJJ\N ~08 I/\I., 

B agia n l<cs;1Lu u ~1lmrnn d 1'111 l<rit.cri~l 

Pal:ia l 24 

(l) Banluan sosial digun a k an unt.uk m c nr~nnf,M~;,.Jrkun p c mbc ria n ban.Luan bcrupa uang d..in/ula u ln1n-Jng k c pada indiv idu, kelua rga, kclompok ch1n/111au m;.1syurnlrnt. y .::,ng siratn y a t ida k secara terus mcncrus d~,n sc;li;klif' y~1ng bcrtujuan untuk melindungi dari kcmungkinan L<.:rjadinya ri:-;iko sosial, kecu ali dalam keadaan tertentu clapat berkclanjutan. 

(2) Risiko sosiaJ sebagaimana dimaksuc.l pada ayat (1) adalah kej a dian atau peri stiwa. y:,ing mcrurakan d a mpak dari k r isis sosial, krisis ekonomi, krisis p o lilik, fcnom e na alam , a tau bencana alam yang jika ticlak dibcrikan bclanja bantuan s o sial akan semakin terpuruk dan ticlak dapat hidup dalam kon d is i wajar. 

(3) Keadaan t ertentu dapat bcrke lanjutan sebagaimana dimaksud pada a yal ( 1) d ia r tikan b a hwa banlua n sosie1l dapat diberikan setiap tahun anggara .. n sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. 

(4) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan k e mampuan keuangan d aerah sc:telah mcmprio ritaskan p e menuha n belanja urusan pemerintahan wajib clan u rusan p e m e rinlahan pil ihan, k (;cu a li dil.cntukan lain sesuai d e n gan ketentuan peraturan p c rundang- undangan. 

PasaJ 25 

Anggota/kelompok masyarakaL schagaimann climaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1) meliputi: 
a. individu, kcluarga, kelompok dan/atn.u masyarakat yan g mengaJami risiko sosial; atau 

b . lembaga non pemerintahan bidang pcndiclikan, kcagam aan , dan bidang Ja in yang berperan unluk mclindungi indi viclu, k e lo m -pok , dan/atau masyarako.t yang mcngo l ami lwadaan yan g t1da k 8tabil scbagai dampuk risikn s r,si f,11 . 
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Pasal 26 

( 1) Ban t1..1an sosial be 
kelo mpok d an/ata u rupa uang k e pada in .. 
kepada inclivicl• ·1 1 l tnasya.rakat. te rdiri at d1v1du, keluarga 
d. '-- ·• ce uarga I l c. as b a t , ire n can a k an d "' ce ompok clan/at n uan sosial 
seb e l urnnya. an yang tidak da;~ mad-arakat Yang 

( 
irencanaka 

2) Bantuan sosial yang c1· . n 
ayat. ( 1) dilakukan den~=J~~a~~c~n sebagaimana dimaksud pad 
a. d1alokasika 1 , c . <? _e n tuan: a 

m _ n <cpadd 1ncltv1clu k el u 
~sya.1 a_kat yang suclah 'ela, , arga, kelompok dan/atau 

b esarannya pada saat .I . s nctma, a la.mat penerima dan 
b. di.rencana kan b cc penyusunan APBO. 

d erdasarkan us1..1lan d . an/ a tau t ~ a n calon p · d' c a ·as usula n k epala S KPD enenma 
c. _tan ggarkan pada SKPD t - -k . . . . . . 

nnc ian obiek d er ait clan dinnc1 menurut objek 
l J , an sub rincian ob· k d ' 
<.egiatan., dan sub ke iatan s ~ . ~e pa a program, 
perangkat claerah t e 1-~ait. esua1 clengan tugas dan fungsi 

l3) Bantua n sosial ya.no t·d k 1 
dimaksud pada ayat ( ]) ~ -~ ~ apadt direncanakan sebagaimana 

d · 1 
1 

. ·· 1 cu an e n gan ketentuan· 
a. d~a ~;a~~an ~ntuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak 

P . 1I?erkirakan pada saat penyusunan APBD yan 
apa_bila ditunda. penanganannya akan menimbulkan risik~ 
sosial yang leb1h besar bagi individu dan/ a tau keluarga 
yang b ersangkutan. 

b. p~gu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang 
d1rencanakan. 

c . diar1ggarkan. _dalam Belanja Tid ak Terduga. 
d. usulan p ermmtaan dilakukan oleh SKPD terkait. 

Pasal 27 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat ( 1) m emenuhi kriteria paling sedikit: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam. 

keadaan tertentu dapa t b e rkelanjutan; ' 
d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diartikan bahwa bantuan sosial h anya diberikan kepada calon 
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan 
risiko sosial. 

(3) Kri teria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b diartika n memiliki identitas kependudukan 
sesuai ket entuan peraturan perundang- unclangan dan sudah 
terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahte raan Sosial. 

(4) Kriteria bersifat sem entara clan t idak terus menerus kecuali 
dalam k eadaan tertentu clapat berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c d iartikan bahwa pember~an 
bantuan sosiaJ tidak wajib clan ticlak harus diberikan set1ap 
tahun anggaran clan keadaan tertentu dapat b e rl~elanjutan 
diartika n bahwa bantuan sosial dapat diberikan setia~ t~h_un 
anggaran samp a i penerima bantuan telah lepas dan ns1ko 

sosia l. 
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____ _..,.. 
--csf Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pa?a 

· ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan s0s1al 
meliputi: 
a. rehabilitasi sosiaJ; 
b. perlinclungan sosi~J; 
c. pernberdayaan sos1aJ; 
d. jarninan sosial; . . 
e. penanggulangan kemtsk1nan;dan 
f. pcnanggulangan bencana. 

(1) Rehabilitasi sosial 
(5) huruf a 
mengen1 bangkan 
disfungsi sosial 
secara wajar. 

Pasal 28 

s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
ditujukan untuk memulihkan dan 

kemampuan seseorang yang mengalami 
agar <la.pat melaksanakan fungsi sosialnya 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana climaksud clalam Pasal ?,7 _a:yat 
(5) huruf b ditujukan untuk mencegah clan menangan1 nsiko 
dari guncangan clan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok masyaral<:at agar kelangsungan hidupnya dapat 
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau 
kelompok masyarakat yang men.gala.mi masalah sosial 
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutu.han 
dasarnya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang la.yak. 

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 27 ayat (5) huruf e merupal<:an kebijakan, program, 
kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, 
k e luarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (5) huruf f , mcrupakan serangkaian upaya yang 
ditujukan untuk rehabilitasi. 

Pasal 29 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima 
langsung oleh penerima bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah. uang_ yang di_berikan secara langsung kepada 
pe°:enm~ sepert1 b~as1s:"a bagi anak miskin, yayasan pengelola 
ya~1m p1atu, pantt sosial, nelayan miskin, masyarakat lanjut 
us1a'. terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra 
putn pahlawan yang tidak mampu. 
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---------- . --~-~r3) Bantuan sos1al berupa barang sebagaimana climaksud pada ayat 
( 1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada 
penerima seperti bantuan kendaraan operasional untu.k sekolah 
luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan 
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian 
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok 
masyarakat kuning mampu. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 30 

(l} Anggota/kelompok masyaralcat menyampaikan usulan tertulis 
atas ban tuan sosial yang direncanakan kepada Bu pa.ti melalui 
Kepala S KPD sesuai urusan clan kewenangannya. 

(2) Kepala SKPD terkait melal<Ukan evaluasi usulan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 
Bupati melalui TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sesuat dengan prioritas dan 
kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 31 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) 
rnenjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial 
dalam rancangan RKPD. 

(2) P e ncantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang 
dan/ atau barang. 

Pasal 32 

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok 
b elanja Ope rasi, j enis belanja bantuan sosial, obyek belanja 
b antuan sosial, dan rincian obye k belanja bantuan sosial pada 
SKPD. 

(2) Objek b e lanja bantuan sosial dan 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
a. individu dan/ atau k e luarga; 
b. masyarakat;dan 
c. lembaga non peme rintahan. 
d. 

rincian objek belanja 
pada ayat ( 1) meliputi: 

(3) Bantuan sosial berupa b arang dianggarkan dalam kelompok 
b e lanja langsung yang diformulas ikan kedalam program dan 
kegiatan, yang diura ikan kedalam jenis belanja barang dan 
jasa, obyek belanja bantuan sosia.l barang dan rincian obyek 
belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak 
ketiga/masyarakat pada SKPD. 
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--
Daftar 

. nama penerima al 

Pasal 33 

s0s1al dicantumk • a.mat penerima d 
~enjabaran APB~ d~am Lampiran Pera~ besaran bantuan 1ndividu dan /atau' tidak termasuk bantu::: Bup_ati tenta:ng sebelumnva. keluarga Yang tidak d sos_1al kepada - apat du-encanakan 

Pasal 34 

{l) Bantuan sosial berupa uancr . 
32 ayat ( l) diano-crarkan dctl sebagaimana dimaksud dalam Pasal belanja bantuant::>5 sos·a1 amb kelompok belanja Operasi jenis b k 1 , o yek dan · · ' er enaan pada SKPD. ' nnc1an obyek belanja 

(2) Ban tuan sosial berupa baran . 
Pasal 32 ayat (3) dian oarkan g sebagaunana dima.1<~ud dalam yang diformulasikan ~edalamdalam kelompok bel~Ja Operasi diuraikan kedalam jenis bel . b program d _an kegiatan, yang bantuan sosial barano b k.anJa arang dan Ja_sa, obyek belanja ihak k . -:::, er enaan yang akan cliserahkan kepada p . al b etiga/ masyarakat, dan rincia.l'l obyek belanja bantuan sbos1k arang yang akan diserahka.... pihak ketioa/ masyarakat er enaan pada SKPD. 0 

(3) Dalam rinc~an obye1:- belanja s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan a) a_t (2) d1can tumka.n nama penerima dan be saran bantuan s0s1al. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 35 

(1) Daftar penerima dan besaran bantuan sosi.al ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 
(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial d.idasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana climaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ a tau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). 
(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada ind.ividu da.n/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelu.mnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait. 
(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan m e lalui mekanisme tambah uang (TU). 
(5) Penyaluran dana bantuan sosiaJ kepada pe_nerima _bantuan sosial sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d1lengk~p1 dengan kuitansi/bukti transfer p enerimaan uang bantuan s0s1al. 
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-----------~"'ti)Pencairan bantuan sosial berupa uang d ilakukan d e n gan cara 

· pembayaran la n gsung (LS). 

Pasal 36 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial 

berpedoman pada peraturan per undang-undangan. 

Bagian Keemp at 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal37 

Penerima bantuan sosial menyampaikan lapor an penggun aan 

bantuan sosial kepada Bupali melalui SKPD terkait. 

Pasal 38 

(1) SKPD membuat re kapitulasi penyaluran bantuar1 sosial k epada 

individu dan/atau k eluarga yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran 

b erikutnya. 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama 

penerima sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga, alamat 

dan besaran bantuan sosial yan g diterima oleh masing-masing 

individu dan / a tau keluarga . 

Pasal 39 

(I) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian 

bantuan ~osial meliputi: 
a. usulan/ permintaan tertulis d a.ri calon pen erima bantuan 

sosial a.tau surat keterangan dari peja b at yang berwenang 

kepada Bupati; 
b. Keputusan Bupati t entang penetapan daftar penerima 

ban tuansosial; 
c. pakta integritas dari p en erim a bantuan sosial yang 

m enyatakan bahwa bantuan sosial yang diterim a akan 

digunakan sesuai dengan usulan;dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas p emberian b antu an 

sosial berupa uang a.tau bukti serah t erima barang atas 

pemberian bantuan sosial b erupa barang. 

(2) Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dan hurur c dikecu a likan terhadap bantuan sosial bo.gi 

individu dan/atau keluarga yang t idak dapat direncanakan 

sebelumnya. 

Pas al 40 

(I) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal d an 

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) P e rtanggungjawaban p enerima bantuan sosial m e liputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosia l o leh pener ima bantuan 

sosial; 
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~ -------,__..--!---G: surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bah 
• bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai den wa 

usulan;dan gan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah s . . esuai 
peraturan perundang-undangan bag1 penerima bantu 
sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima bar~ 
bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 
10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
ditentukan lain sesuai peraturan perundang- undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial 
selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 41 

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai 
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi 
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan 
k euangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah. 

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa 
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 42 

(1) SKPD terkait m elakukan monitoring dan evaluasi atas 
pemberian hibah clan bantuan sosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 
penga wasan. 

BABV 
SANKSI 
Pasal 43 

(1) Penerima hibah atau bantuan. sosial yang menyimpang dari 
peruntukan yang telah disetujui dan bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan dikenai sanksi sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penerima yang tidak melaksanakan dan melaporkan 
pertanggungjawaban hibah dan bantua~ sosial kepada Bupati 
melalui SKPD terkait dikenai sanks1 berupa tidak dapat 
diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya. 

(3) Apabila penerima hibah atau bantuan sosial me?-dapatk?:11 
aJokasi bantuan dari sumber dana yang lam, ~a31b 
mengembalikan dana hibah yang diterimannya ke Pemenntah 

Daerah. 

Dipindai dengan CamScanner 



. --- . 
BAB._YI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 44 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 8 . . upat1 
Le bong Nomor 62 Tahun 2018 ten tang PetunJuk Pelaksanaan Pember· 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan ~:n 
Belanja Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahu~ 
2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati LEBO NG 
Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peruba han atas Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah 
clan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan.tidak b:.a:rlaku,lagi. 

Pasal 45 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupate n Lebong. 

Diundangkan di Tubei ~ 
pad a tanggal · 3 J anuan 2022 
S ' RETARIS DAERAH 
KA,u.ai,.........--.J--N EBONG 

H. MUSTARANI 

Ditetapkan d i Tubei : 
pada tanggal ..,~ ~anµ,"n 2022 

. \ ~UPATl EBONG., 

~ KOPLI t soRI 

BERITA OAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 
9 

.. 

Dipindai dengan CamScanner 


